SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 7.3 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sebagai upaya wujud tertib kelembagaan
serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pelayanan perkantoran dalam pelaksaan tugas,
wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara
Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kulon Progo;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor
13/PK.01/3401/2/2025 tentang Rapat Pleno
Mingguan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kulon Progo, telah ditetapkan  Standar
Operasional Prosedur Penanganan Benturan
Kepentingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kulon Progo tentang Standar
Operasional Prosedur Penanganan Benturan
Kepentingan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kulon Progo;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan



Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standart Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun
320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Tahun 210);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Keputusan Komisi Pmeillhan Umum Nomor
323/HK.03-Kpt/08/KPU/VIl/2020 tentang
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KULON PROGO TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan
Benturan Kepentingan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 23 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM ttd
KABUPATEN KULON PROGO

BUDI PRIYANA




LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON
PROGO NOMOR 7.3 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN KOMISI = PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KULON PROGO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 1 TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025

Alamat : Jalan Wakhid Hasyim, Bendungan, Wates, Kulon
Progo Telephone: 0274 77443, Fax: 0274 774433



NOMOR SOP : 1 TAHUN 2025
TANGGAL . 22 JANUARI 2025
PEMBUATAN
TGL REVISI : -
TANGGAL : 22 JANUARI 2025
PENGESAHAN N CMpS
KOMISI PEMILIHAN UMUM [T T
KABUPATEN KULON PROGO OLEH (Sf-——1
|41 e ABUPAYE
“(-.f,unﬂ 45 ‘
< BUD ]
NAMA SOP PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON
PROGO
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 28| 1. Mengetahui dan memahami berbagai
Tahun 1999 tentang layanan yang ada di KPU Kabupaten
Penyelenggaraan Negara yang Kulon Progo
Bersih dan Bebas dari Korupsi, | 2. Ramah, sopan dan santun;
Kolusi dan Nepotisme | 3. Memahami struktur dan tugas pokok
(Lembaran Negara Republik dan fungsi organisasi;

Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretaris
Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten /Kota
sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008 tentang Perubahan
Peraturan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 06
Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja
Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota;

2. Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara




Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor
3874) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

. 3.Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah  diubah
dengan Undang-Undang Nomor
i Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor
54, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia
Nomor 6863);

. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum Penanganan
Benturan Kepentingan (Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 65);

. Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 320) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan




Kelima atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

. 6.Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja  Sekretariat  Jenderal
Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1236) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi
Pemililhan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat  Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indoonesia
Tahun 2023 Nomor 99);

. Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 172);

. 8.Keputusan Komisi Pemilihan
Umum  Nomor 323/HK.03-
Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang
Pedoman Penanganan Benturan
Kepentingan di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;




KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Pelayanan Informasi dan| 1. Buku tamu

Dokumentasi; 2. ID card tamu
2. S0P Penerimaan Tamu | 3. ATK

Kedinasan 4. Alat dokumetasi
PERINGATAN TUJUAN
Jika tidak dilaksanakan akan | - Sebagai pedoman  perilaku bagi
mempengaruhi citra KPU penyelenggara negara di lingkungan
Kabupaten Kulon Progo dalam Komisi Pemilihan Umum Kulon Progo
pelayanan publik. - menciptakan budaya pelayanan publik

yang dapat mengetahui, mencegah, dan
mengatasi situasi benturan
kepentingan secara transparan dan
efisien tanpa mengurangi kinerja
penyelenggara negara

mencegah terjadinya pengabaian
pelayanan publik dan kerugian negara;
menegakkan integritas; dan
menciptakan pemerintahan yang bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme.
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PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian
sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.

2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan
selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.

3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai
dilaksanakan.

4. Perubahan terhadap ruang. lingkup dan penanggung jawab kegiatan
mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.

5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 23 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO






